
NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEBIERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 006/NK/I/BT/2022

NOMOR : B-584/L.9.14/07/2022

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua( 18-07-2022),bertempat di Manggar kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I. BURHANUDIN

II. ABDURKADIR

Selaku Bupati Belitung Timur berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor: 131.19-355 Tahun 2021

tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Daerah Basil Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat
di Komplek Perkantoran Terpadu

Manggarawan, Manggar Kabupaten Belitung
Timur, dalam hal ini bertindak untukdan atas

nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
Timiir, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KESATU.

Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur

berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik

Indonesia Nomor: KEP-208/A/JA/09/2019
tentang Pemberhentian dan Pengan^atan dari

dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan
Kejaksaan RepubUk Indonesia, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan
Negeri Belitung Timur, beralamat di Komplek

Perkantoran Terpadu Jalan Raya Man^ar-

Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar
Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.
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Selanjutnya PIHAK KE^ATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai
tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Pembangunan Daerah dan
melayani masyarakat maupun dalam mengeluarkan Keputusan atau
Kebijakan dapat dihadapkan pada masalah hukum beiik dalam Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
2 PARA PIHAK sepakat untuk lebih mengoptimalkan Keija Sama di Bidang
Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meUputi bantuan hukum,
pertimbanganhukum dan tindakan hukum lainnya;

4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu adanya kesepakatan
antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk

meningkatkan profesionalisme, komunikasi serta koordinasi dalam
pelaksanaan tugas masing-masing.

Dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Peerubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6755);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Keija Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Keija Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Keija Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga;
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6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Keija Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Keija Sama Daerah Dengan
Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020
Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan
masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota
Kesepakatan tentang Keija Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah menjalin kemitraan dalam bidang
perdata dan tata usaha negara sesuai dengan wewenang dan kapasitas
masing-masing.

(2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan keija sama sebagai
upaya untuk menghadapi permasalahan hukum yang dapat timbul
sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan operasional Pemerintah Daerah
di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
a. pertimbangan/ konsultasi dan koordinasi ke institusi yang terkait dengan

pelaksanaan bantuan hukum, pertimbangan dan tindakan hukum;
b. pelaksanaan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi

berdasarkan permohonan dari PIHAK KESATU terkait permasalahan bidang
perdata dan tata usaha negara.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis
yang dilakukan oleh PARA PIHAK atau Kuasa PARA PIHAK/pejabat yang
ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan
ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KBSATU :

a. menyiapkan dan menetapkan rencana keija yang berkaitan dengan
perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
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b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan,
rencana keija, program keija dan petunjuk pelaksanaan yang telah

disepakati.

(2) PIHAK KEDUA :

a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan

perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan

b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan,
rencana keija, program keija dan petunjuk pelaksanaan yang telah
disepakati.

Pasal5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi beban
dan tanggungjawab PIHAK KESATU berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak
tanggal ditandatangani dan dapat diubah serta dapat diperpanjang berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota
Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan
secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

(2) Pengakhiran Keija Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak yang hams diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat
pelaksanaan sebelum berakhimya Nota Kesepakatan ini.

Pasal8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila teijadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat.
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Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan
oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan dituangkan dalam Addendum
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan teijadinya penggantian
pengums atau teijadinya perubahan status dari PARA PIHAK atau penggantian
pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam
rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama.

Ktfvl-Au

PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN NEGERI

^^ITUNG TIMUR,

TEMPEL

t'i4B5AJX4499T4^

ABDURKADIR

PIHAK KESATU

BUPATI BELITU: ^IMUR,

UDIN
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RENCANA KERJA

NOTA KESEPAKATAN

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 006/NK/I/BT/2022
NOMOR : B-584/L.9.14/07/2022

PIHAK KESATU: Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur PIHAK KEDUA: Kejaksaan Negeri Belitung Timur

No. Program/

Kegiatan

Bidang
Perdata

dan Tata

Usaha

Negara

Tahapan Kegiatan

1. Pertimbangan/konsultasi
dan koordinasi ke institusi

yang terkait dengan
pelaksanaan bantuan
hukum, pertimbangan dan
tindakan hukum.

2. Pelaksanaan bantuan

hukum baiksecara litigasi
maupun non litigasi
berdasarkan permohonan
dari PIHAK KESATU

terkait permasalahan
bidang perdata dan tata
usaha negara.

LxDkasi
Sumb

er

dana

Jadwal Tugas dan Tanggungjawab

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Kabupaten
Belitung
Timur

APBD

Kabu

paten
Belitung
Timur

6

Tahun

2022-

2023

1. Menyiapkan
dokumen/
data yang
diperlukan
PIHAK

KEDUA

sepanjang
berkaitan

dengan
pelaksanaan
penyelesaian
masalah yang
sedang
ditangani dan
sesuai

dengan
peraturan
perundang-
undangan.

2. Menyiapkein
anggaran

terkait
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1. Memberikan

bantuan

hukum secara

litigasi bidang
perdata dan
tata usaha

negara, serta
bersedia

menerima

kuasa khusus

dan mewaldli

PIHAK

KESATU

dengan hak
substitusi

untuk

bertindak

sebagai
Pengacara
Negara, baik
dalam

kedudukan

sebagai
Penggugat
maupun

Tergugat
didalam

Output

Terlaksan

anya

penangan

an hukum

di bidang
perdata
dan tata

usaha

negara

Outcome
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PIHAK KEDUA

pelaksanaan
kegiatan.

maupxm diluar
Pengadilan.

2. Memberikan

pertimbangan/
konsiiltasi dan

koordinasi
terkait dengan
pelaksanaan
bantuan

hukum,
pertimbang
an dan

tindakan

HUKUM

3. melaporkan
basil

pelaksanaan
kepada PIHAK
KEISATU secara

tertulis.

PIHAK KBSATU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR, BUPATI BELITUNG TIMUR,
c P U tj L

E06AJX452183220

ABDUR KADIR
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